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Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu
berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial,
membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungs otoritas pasar modal sebagaimana mestinya.
Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal,
pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi |embaga tersendiri
dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan
Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya.

Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu:
Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam
proses reposisi Bapepam? Apayang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank
menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan
untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi.

Penelitian ini berusaha menjawab permasal ahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara: (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara
mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive.

Perpres N0.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga K euangan dengan
kedudukan dan independens seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi.
Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat
kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut
teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan
pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah
pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama
dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena
individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

<hr><i>Asit was stated in Presidential Decree N0.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is
subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These
weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practicesin the
capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members,
investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain itsinitial
subordinated position, which is still under Ministry of Finance.
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Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a
different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency?
what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational
choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems.

Thisresearch istrying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is
done by : (1) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants
purposively. The Presidential Decree N0.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has
merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial
Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position
structurally and financially dependent.

The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned
above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by
increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies
have come to play significant, if not dominant, rolesin governing. Have modern societies come to the point
where anew elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to
determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public
bureaucracy isin quite a strong position vis-a-vis other potentia policy-making institution.</i>



